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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sumber daya manusia (sering disebut Human Resource) merupakan hal yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada dasarnya sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai pelaku, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.
Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan (Susan, 2019:954), Misi dari sumber daya manusia adalah menjadi aset yang bakatnya harus dilatih dan dikembangkan. Oleh karena itu, Seorang karyawan atau pegawai bukan hanya sekedar sumber daya, melainkan modal atau aset bagi lembaga atau perusahaan, yang bisa diivestasikan melalui pengembangan. 
Sebuah organisasi mampu berjalan dengan baik apabila terdapat sumber daya manusia yang bertindak sebagai penggeraknya. Disini penting nya peran pemimpin dalam memanajem sumber daya manusia agar mampu mengerakan organisasi dalam mencapai tujuan. Salah satunya adalah bagaiman cara nya seorang pemimpin meningkatkan kualitas karyawan atau pegawai nya dengan cara melakukan pengembangan.
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Di dalam organisasi yang kuat pasti memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengelola sumber daya tersebut, organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap mereka yang salah satunya dengan cara pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut menjadi penting karena difungsikan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi.
Pengembangan sumber daya manusia ialah setiap kegiatan yang dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan sikap, guna membantu pelaksanaan pekerjaan dengan baik (Solong, 2020 : 25). Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan pengeluaran yang ditunjukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari pegawai, sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas, terutama menjawab tuntututan masa depan yang selalu berubah.  Secara umum, pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. 
Seperti halnya dengan Pemerintah Indonesia, dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan merupakan harapan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengharapkan seluruh instansi dapat bekerja dengan maksimal baik di pusat atau didaerah. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Government maka perlu memberikan tata kelola pelayanan yang baik pula (Good Governance). Hal ini sangat diharapkan menjadi kenyataan di seluruh instansi yang ada di Indonesia dalam proses pelayanan.
	Oleh karena itu, diperlukanlah pengembangan sumber daya manusia bagi para pegawai pemerintah. Salah satu bentuk pengembangan ialah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu bentuk kegiatan dalam meningkatkan kompetensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia membutuhkan manajemen yang efektif dan koordinasi yang tepat, sehingga menghasilkan para pegawai yang handal dan memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan organisasi di pemerintahan. 
Upaya peningkatan kualitas aparatur di instansi pemerintah sudah sejak lama telah dilakukan oleh pemerintah melalui banyak program, seperti pendidikan dan pelatihan. Namun program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu belum maksimal dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu faktor yang menghambat adalah kedisiplinan dari aparatur itu sendiri, sehingga itu akan menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, mengakibatkan publik kurang puas. 
Menurut Rivai dan Basri, (dalam Sinambela, 2019 : 6) “bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”. Artinya hasil dari kinerja dari aparatur itu tergantung dari bagaimana cara atasan atau instansi memberdayakan sumber daya manusia yang ada selama periode tertentu. Kinerja pegawai juga menjadi tolak ukur bagaimana pimpinan berhasil atau tidak nya dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia.
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu disusun sebagai program reformasi birokrasi yang merupakan solusi untuk merubah tatanan birokrasi pemerintah indonesia. Sesuai Dengan manajemen Aparatur Sipil Negara juga harus berubah dari administrasi kepegawaian menuju ke pembangunan human capital. Hal tersebut merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang adil dan tanpa tendensi, serta mengatur persoalan promosi, mutasi bahkan pemberhentian aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, atas dasar itu maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
Menurut Hasibuan (2021 : 70) salah satu tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memberikan manfaat oleh pihak satu ke pihak lainnya tetapi tidak memiliki bentuk fisik dan tanpa adanya perubahan kepemilikan (Donald dalam Hardiansyah 10 : 2011). Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 makna yaitu: bagimana cara melayani, usaha memenuhi kebutuhan orang lain dengan mendapat imbalan, dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sebuah organisasi terutama organisasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, pastinya akan meberikan pelayanan yang terbaik. Agar bisa mewujudkan pelayanan yang terbaik maka diperlukan lah para pegawai yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Ini menandakan penting pengembangan sumber daya manusia agar meningkatkan kemampuan para pegawai sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kabupaten Kuningan memiliki visi yaitu “Prima Dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil” artinya harus bisa mewujudkan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dalam administrasi kepedudukan dan pencatatan sipil. Sehingga terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas yang diinginkan dari aparatur, perlu adanya proses pengembangan sumber daya manusia yang baik. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki beberapa bidang yang bertugas memberikan pelayanan salah satunya yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelayanan Pencatatan Sipil adalah suatu kegiatan pelayanan dan pembinaan menyangkut kedudukan hukum seseorang pada saat yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang otentik bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Adapun bentuk pelayanan pencatatan sipil yaitu : pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, dan akta perceraian, dan lain-lain. Yang menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengenai pelayanan pembuatan akta kelahiran. Dalam pengamatan awal, disini penulis menemukan beberapa permasalahan, dimana para pegawai sering kesuliatan dalam menjalankan beberapa tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam pembuatan Akta Kelahiran terganggu. Adapun menurut pengamatan penulis permasalahan yang di hadapi bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ialah sebagai berikut :
1. Masih rendahnya pendidikan pegawai menyebabkan ada beberapa pegawai yang  belum memahami peraturan dan prosedur pembuatan akta kelahiran.
2. Masih kurangnya kemampuan pegawai dalam menangani pembuatan akta kelahiran dilihat dari ketelitianya dan juga kemampuan menggunakan peralatan  sehingga kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat, 
Permasalahan di atas pastinya sering dijumpai oleh para pegawai khusunya di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, hanya saja sampai saat ini belum terlihat adanya perbaikan atau peningkatan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan permasalahn tersebut. Padahal menurut penelitian terdahalu yaitu Misran (2021) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.” Menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan demikian, atas dasar tersebut maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti telah uraikan tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu belum optimal nya  proses Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. 
Bertitik tolak pada permasalahan yang sudah dijabarkan, selanjutnya penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut  :
1. Bagaimana Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
2. [bookmark: _GoBack]Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia khusunya dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk Megetahui Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kuningan.
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Dalam Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khusunya Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penelitian memiliki kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis, secara lebih rinci yaitu sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis :
a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya kajian mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia di pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
b. Untuk menambah dan meperkaya literatur kepustakaan dalam bidang administrasi publik.
2. Kegunaan Praktis :
a. Memberikan masukan dan informasi kepada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia agar meningkatnya kualitas para pegawainya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
b. Meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga informasi hal yang ingin di teliti serta kesempatan bagi peneliti untuk bisa mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.


